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ABSTRAK
Muntashir M. 2023. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur

Jalan Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Ansyari Mone
dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan untuk Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan
Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif deskriptif .Adapaun Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini wawancara,observasi, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini
yaitu data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini berjumalah 5 orang.

Hasil penelitian ini menunjukan .1) Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan
Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang. Produktivitas Kinerja
Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo berjalan sesuai
denngan indicator produktifitas dapat dilihat dari proses pembangunan yang telah
dilakukan secara keseluruhan. kualitas pelayanan yaitu kualitas kinerja dari
pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyrakat desa dengan mendengarkan serta
melibatkan masyarakat dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah
desa.responsivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa
Taulo memberikan pelayanan dengan menanggapi keluhan masyarakat yang ditindak
lanjuti melalui di adakannya rapat sampali pada proses pelaksanaanya untuk mencapai
responsibilitas yang tinggi ini diperlukan pekerjaan baik dan teratur sesuai dengan
prinsip administrasi yang benar dan tepat dalam sebuah birokrasi pemerintahan .
kuntabilitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo
bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang telah di laksanakan yang berjalan
dengan baik.2) Fator penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa
Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang Adapun
faktor penghambat kinnerja pendamping Desa Taulo yaitu kualitas dan kuantitas dari
pendamping desa sedangkan faktor pendukung pada kinnerja pendamping Desa Taulo
yaitu partisipasi masyarakat serta sarana dan prasana di Desa Taulo.

Kata Kunci : Kinerja, Pendamping Desa ,Infrastruktur

Vi



vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas
karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kinerja Pendamping Desa
Dalam Pembangunan Infrastuktur Jalan Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten

Enrekang“ yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan llmu
Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan
yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan
skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk
menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara
penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak
langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas I[Imu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi
ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.
Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada keduaorang tua penulis
ayahanda dan Ibunda senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih

sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa amrih. Dan saudara-saudaraku

Vii



viii

tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir
studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan
doa restu yang telah diberikan demikeberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya
penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Ansyari Mone,M.Pd selaku pembimbing | (satu) dan Bapak
Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP selaku pembimbing Il (dua) yang senantiasa
meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga
skripsi ini dapat selesai.

2. Kepada Kepala Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan Aparat desa,
serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi
informan penulis selama proses penelitian berlangsung.

3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.

4. Dekan Fakultas limu Sosial dan IImu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.

5. Ketua Jurusan llmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.M. HI

6. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan

mendampingi penulis disegala kondisi.

viii



7. Sahabat-sahabat dan semua keluarga saya yang telah memberikan dukungan
moril dan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman IP 017 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah
cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis
agar menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman kelas IP A yang senantiasa memberi semangat, dukungan,
masukan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini
sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu
hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik
dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya
skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak

yang membutuhkan.

Makassar, 10 Juni 2023

Muntashir M



DAFTAR ISI

Halaman SamPULL...........ooiii s I
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL.......... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..o, \Y]
AB S T R A e et e e e e Vi
KATA PENGANTAR ..ottt e e s a e e e e e e s st e e e e e e e s s nnnnnees Vil
BAB | PENDAHULUAN ...t ttitiuiuitnnnneeiines e 1
A. Latar Belakang . .« o 0 I T e . .........occeeeeeerensrnennensnrenss 1
B. Rumusan NeSalerl N 1L L 0 i ™ o .cooeeeeeeanne e 4
C. Tujuanfaiistitiarmig . W " .Y Sl ™ . 4 B S, ......................... 4
D. KegCuia oI s . "E SO SO o S %, ................... 4
BADB ™, TR AR SR, 1 7 i o, S, « SR ............. 6
A, RS IS IR TI <h 1ne ots Pra b e TL t f.............. 6
B. LEREES (LIRSS L. e 2 e | o B 9

1. USRI 7. |t N T 0 RN . ................. 9

2. RO NI DI . o e, v, NP L .............. 12

3.  PeonBarEiirsDcERm: /e e SR . .................. 16

4. PemBARE TVAIRBASEN, 1 SN . L I N oA il . ...................... 22

C. Kerangi ARl i S S .. A 5 e s ......................... 24
D. Fokus PeRSHllERIT ' -« IR ¥, . TR .. ........................... 25
E. Deskripsi FOKUS Penelitian ..............ccccoiiiiiiiii i 25
BAB 1l METODE PENELITIAN ..o 26
A. Lokasi dan waktu penelitian .............cccovveiiiii i 26
A. Jenis dan Tipe Penelitian .........ccccovvviiiiic i 26
B.  SUMDEI DALA ....ccvviiiiiiiie et 27
C. Informan Penelitian ..........cccooiiiiiiiiie e 27
D. Teknik Pengumpulan Data ...........ccoovveiiieiiiiec e 28
E.  Teknik ANAliSIS Data........c.cciiviiiiieiiieiiieiie et 29

F.  Teknik Pengabsahan Data ............ccccocvviiiiiiiiiic e 30



Xi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN ... 32
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..........cccccoveiviieiiiieeiie e 32
B. HaSIl PENEIItIAN ... 39
C. PeMDANASAN ...eooviiieiiiie et 55

BAB V PENUTUP ... snnnensnnnnnnnnnne 59
A KESIMPUIAN ... 59
B SAIAN e nanes 60

DAFTAR PUSTAKA ittt e e e e et i it a e e e e e s e sttaaa e e aae e e e s s s nnnranareaeeeesans 61

Xi



BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi
menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan
pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di
bidang pemberdayaan masyarakat danpembangunan desa. Tenaga pendamping
tersebut ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan di desa. (Maimunah, Afifuddin, &

Suyeno, 2021).

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar
kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi
masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar
kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta
pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan
desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha
peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara
keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan

kemampuan desa.



Adanya Pendampingan desa diharapkan mampu mendongkrak perubahan
dalam masyarakat desa serta bergerak cepat untuk menyusun strategi dalam
menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasarannya
adalah pembangunan fisik, sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat dengan
tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Pendamping  desa
memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan
dari Kementerian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk
menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun
2020 Tentang Pendamping Desa pada pasal 10 B yang menyebutkan bahwa tugas
pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan (Adriansah,
Sartika and Ony).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital
untuk mempercepat proses pembangunan nasional.  Infrastruktur
juga  memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi. Gerak Ilaju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak
dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi,
telekomunikasi,  sanitasi, dan  energi. Pembangunan sektor ini menjadi
fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Kinerja pendamping desa selama ini ketika mengawal dan menfasilitasi
kebutuhan di Desa masih terbilang minim.Karena hal ini dipicu dengan permasalahan

Desa yang begitu kompleks.Baik mulai dari aparatur, ekonomi dan SDM masyarakat



termasuk dalam infrastrukutr Pendamping desa ini tidak akan mampu mengatasi hal
tersebut secara langsung, butuh kerjasama seluruh pihak untuk menyelesaikan satu per
satu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 Pasal 6 Ayat 3 huruf a yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur dan lingkungan Desa, angka 6 tentang infrastruktur Desa lainnya sesuai
kondisi Desa. Infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, saluran air dan sebagainya
harus di manfaatkan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat
berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari hasil observasi awal yang teah dilakukan, Salah satu masalah yang
dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur
yang memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur
perdesaan umumnya masih kurang. Maka perlu adanya pembangunan infrastruktur
agar dapat mempermudah masyarakat .

program pembangunan infrastruktur yang ada di desa Taulo terdapat
pembangunan jembatan dan pembangunan saluran air.

Berdasarkan latar Belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur

Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Maka Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini

Adalah

1. Bagaimana Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa
Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
2. Apa factor penghambat dan factor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam

Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan
Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

2. Untuk Mengetahui Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja
Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla

Kabupaten Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis



a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam
kajian Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa
Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang
sejenis.

2. Kegunaan secara Praktis
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang erarti
khususnya pemerintah kabupaten Enrekang.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran saran terhadap pemerintah

dikabupaten Enrekang
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping

itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta

menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang akan peneliti lakukan.

NO | Nama Judul Jurnal/skripsi | Hasil penelitian
Penulis
1. | (Julinda, Peran pendamping [Penelitian meruapakan  menunjukkan bahwa
2019) kampung dalam juntuk penyusunan Rincian Anggaran Biaya
pengelolaan (RAB) dan pelaporan pertanggujawaban, sudah
Alokasi dana kampung menampakkan adanya pengelolaan yang
(adk) di kampung akuntabel dan transparan. Hanya saja dalam
Lambing kecamatan |penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
muara lawa memiliki kendala dalam pendampingan Aparat
Kabupaten kutai barat ~ [Kampung menyusunan laporan RAB
kekurangannya tenaga ahli seperti pendamping
Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang tidak ada
di kecamatan. Sedangkan peran pendamping
mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi
masyarakat kampung dalam mewujudkan desa
mandiri.
2. | (Christina, [Kinerja pendamping [Hasil dari penelitian menunjukan, Kinerja
2017) lokal desa dalam |pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping
peningkatan Lokal Desa belum maksimal. Pada indikator
Pembangunan desa di |prestasi kerja (achievement) Pendamping Lokal
kecamatan kalirejo Desa belum memperlihatkan hasil yang positif,
Kabupaten lampung |karena  pelaksanaan  pendampingan tidak
tengah dilaksanakan dengan baik. Keahlian (skill) dari
Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah dan
tidak memiliki pengalaman kerja. Perilaku




(attitude) terkait dengan pertanggungjawaban
kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuali
dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya.
Kepemimpinan (Leadership) terkait dengan
koordinasi bidang pembangunan yang dilakukan
oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa
tidak dilaksanakan. Sedangkan faktor yang
mempengaruhi kinerja, pada factor kualitas dan
kemampuan masih sangat rendah. Selanjutnya

sarana pendukung belum tersedia dalam

pelaksanaan pendampingan desa.
3. | (Susanti, Peran pendamping desa |[Rendahnya  peranserta =~ masyarakat  dan
2017) dalam mendorong kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan,
prakarsa dan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
Partisipasi  masyarakat |desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan

menuju desa mandiri di
desa

Gonoharjo  kecamatan
limbangan  kabupaten
kendal

menyebabkan masyarakat desa semata-mata
diposisikan  sebagai objek atau sasaran
pembangunan. Alhasil partisipasi yang ada masih
sebatas pada output atau pemanfaatan hasil.
Secara umum banyak potensi alam di desa yang
masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak
ketidakmampuan penguasaan teknologi,
pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta
kecenderungan sifat penduduk desa yang
menerima kondisi apa adanya. Di sinilah peran
pendamping menjadi strategis dalam mendorong
prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat
desa dalam mewujudkan desa mandiri yang
mampu bertindak selaku subjek pembangunan
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan
secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Adapun perbedaan serta kekurangan dan kelebihan pada ketiga penelitian terdahulu

di atas yaitu :




1. Grace Frederika Julinda (2019) : Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang
peran dari pendamping kampung (Desa) dalam pengelolaan alokasi dana serta
factor penghambat dan factor pendukung didalamnya namun dalam penelitian
ini tidak menjelaskan tentang tanggung jawab dari pendamping kampung
( desa).

2. MARIA CHRISTINA (2017) : pada penelitian ini mendeskripsikan tentang
kinerja pendamping local desa di Kabupaten Lampung tengah serta factor yang
mempengaruhi kinerja pendamping local di Kabupaten Lampung namun dalam
penelitian ini tidak menjelaskan tentang pendamingan local hanya berfokus
pada penyusunan laprang kerjan

3. Martien Herna Susanti (2017) : Fokus penelitian mencakup prakarsa, kesadaran
dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Gonoharjo
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, peran pendamping desa dalam
mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa
Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dan kendala yang
dihadapi oleh pendampingan desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi
masyarakat.

Berdasarkan ketiga penelitan terdahulu diatas maka dapat dilihat bahwa
terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu terletak pada focus penelitan dimana pada penelitian ini berfokus
pada Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo

Kec Alla Kabupaten Enrekang.



B. Landasan Teori
1. Kinerja
a. Pengertian Kinerja

Menurut Rue & Byars dalam pasolong (2014) mengatakan bahwa
Kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Gibson dalam pasolong
(2014) mengatakan bahwa kinerja sesorang ditentukan oleh kemampuan dan
motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.

Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi
antara kemampuan dan motivasi. Menurut Widodo dalam Pasolong (2014)
mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan
menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti
yang diharapkan. Menurut Simamora (2003) Kinerja adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Sedangkan Shaidily (1992)
mengatakan Kinerja atau perpormance adalah berdaya guna prestasi atau hasil.
Wahyudi Kumorotomo (1996) memberikan batasan pada konsep Kinerja
organisasi public setidaknya berkaitan erat dengan efisiensi, efektifitas,
keadilan dan daya tanggap. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan
oleh peneliti berkaitan dengan penelitian mengenai Kinerja instansi
pemerintah, bahwa Kkinerja merupakan proses pencapaian tujuan tertentu dan
dalam kurun waktu tertentu, sesuai tanggungjawab masing-masing dengan

batasan yang telah ditetapkan, dengan memfokuskan pada tujuan yang ingin
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dicapai melalui visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis
secara jelas dan legal agar nantinya terlihat hasil kinerja yang memuaskan.
. Indikator Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah
sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh stakeholders. Guna
mengemban tugas, fungsi dan tanggungjawab pemerintah desa harus lebih
mengedepankan pelayanannya terhadap program pembangunan infrastruktur
karena akan dilihat nantinya sejauh mana kinerja dan hasil yang sudah dicapai
oleh Pemerintah Desa . Agus Dwiyanto, dalam Pasolong (2014) menjelaskan
beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur Kinerja birokrasi
publik, yaitu:

a) Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa
terlalu sempit dan kemudian mencoba mengembangkan suatu ukuran
produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar
pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu
indikator kinerja yang penting dijadikan tolak ukur dalam menjalankan
tugasnya tanpa mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ingin
dilihat dari indikator produktivitas jika dikaitkan dengan penelitian ini
adalah bagaimana Kinerja PemerintahDesa dalam kemampuan

menyelesaikan Pembangunan



b)

d)

11

Kualitas Layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi
semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat
terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta
mengembangkan programprogram pelayanan public sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi mayarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai
salah satu indicator kinerja karena responsivitas secara langsung
menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi
dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis Kinerja
organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan
organisasi mewujudkan misi dan tujuan organisasi. Yang ingin dilihat dari
indikator responsivitas ini yaitu kemampuan dalam menerima dan
merealisasikan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang

benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit
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maupun implisit, Lenvine dalam Dwiyanto (2006). Oleh sebab itu,
responsibilitas bisa saja pada suatu Ketika berbenturan dengan
responsivitas, yang ingin dilihat dalam penelitian ini melalui indicator
responsibilitas adalah bagaimana Tanggungjawab Pemerintah Desa
dalam Pembangunan

e) Akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak
publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran
internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah,
seperti pencapaian target. Yang ingin dilihat dari indicator akuntabilitas
melalui penelitian ini adalah menyangkut bagaimana pembuatan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam

Pembangunan (Budi & Ahmad, 2019).

2. Pemerintah Desa
a. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolan proses
sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa
adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan
sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan
sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Seperti yang disampaikan oleh
Dwipayana dkk (2003:22) bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif,

akuntabel, transparansi dan responsif) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja
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secara efektif bila ditopang oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar

elemen di desa.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa
pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pada dasarnya pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Artinya pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat, serta
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan Bersama

(Endah, 2014).

Nurcholis (2009) Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang

terdiri atas :

a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
b. Unsur Pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas :
1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai
olehsekretaris desa
2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang
melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan,
keagamaan, dan lain-lains
3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya

seperti kepala dusun.
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), mengartikan pemerintahan desa
sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang
menyelangarakan urusan rumah tangganya sendiridan terdiri atas kepala desa dan
lembaga musyawarah desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat (Azwat, 2020) .

b. Jenis-Jenis Desa
Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa
disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa Berdasarkan Kklasifikasi desa.
Maka desa di Indonesia dibagi dalam 3 jenis desa, yaitu Desa Swadaya, Desa
Swakarya dan Desa Swasembada. Berikut pengertian desa beserta ciri- cirinya
berdasarkan klasifikasi desa sesuai tingkat perkembangan desa.

1) Desa Swadaya dalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi
dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya, sebagai
berikut:

e Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya

e Penduduknya jarang.

e Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
e Bersifat tertutup.

e Masyarakat memegang teguh adat.
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e Teknologi masih rendah.

e Sarana dan prasarana sangat kurang.

e Hubungan antarmanusia sangat erat.

e Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2) Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya
menuju desa swasembada. Desa Swakarya dengan ciri-ciri, sebagai
berikut

o Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.

e Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi

e Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh
dari pusat perekonomian.

e Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu
lintas dan prasarana lain.

e Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

3) Desa Swasembada (Mandiri) adalah desa yang masyarakatnya telah
mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan
potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri
desa swasembada, sebagai berikut:

e Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
e Penduduknya padat-padat.

e Tidak terikat dengan adat istiadat
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e Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju
dari desa lain.

e Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 menjelaskan bahwa jumlah
perangkat desa akan ditentukan sesuai klasifikasi desa menurut tingkat
perkembangannya. Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3
seksi. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi, sedangkan

untuk Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi (Ardita, 2019).

3. Pendamping Desa
a. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat desa. Sedangkan menurut pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(PermenDesaPDTTrans) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,
pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi

desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik



17

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional baik di
Kabupten maupun Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

a) Tenaga pendamping profesional (pendamping Desa berkedudukan di
kecamatan, pendamping  Teknis berkedudukan di Kabupaten, dan
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Pusat dan
Provinsi).

b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelompok Tani, Kelompok
Nelayan, Kelompok Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok
pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan
Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat desa.

c) Pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi,

Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan masyarakat
desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat
desa. Pendamping Desa, bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja
Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa
melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak

dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan
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pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa sudah menjadi

tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.

b. Syarat-syarat Pendamping Desa

Menurut pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Deaerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,

Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur

kualifikasi antara lain:

a. Memiliki  pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan
masyarakat;

b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;

c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;

d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat
Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau Memiliki kepekaan terhadap

kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi
pelaksanaan program dan kegiatan sektoral,

b. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan
pengorganisasian masyarakat;

c. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga

kemasyarakatan; dan/atau
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d. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di
wilayahnya.
c. Tugas Pendamping Desa

Tugas dan Fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan
dana desa Penggunaan dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat,
agar tujuan pencairannya, yaitu dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan
pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama
ini ada dapat tercapai dengan sukses. Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa. Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam
penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 12 pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

a) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauanterhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa;

b) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial
dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa;

c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, Lembaga
kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa;
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d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok - kelompok
masyarakat Desa;

e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan
Desa yang baru;

f) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara
partisipatif;

g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Tujuan Pendamping Desa

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,

tujuan pendampingan desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa
dan pembangunan Desa;

b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa
dalam pembangunan desa yang partisipatif;

c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan

d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.
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e. Landasan Hukum Pendamping Desa

a)

b)

d)

9)

h)

1))

K)

Berikut adalah landasan hukum yang mendasari kewenangan tentang
Pendamping Desa:

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa(Reza, 2017).
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4. Pembangunan Desa
Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang lain, yang

dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan
Perencanaan Pembangunan Desa juga merupakan proses multi dimensional yang
menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem social
ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga — lembaga nasional dan akselerasi
pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pembrantasan kemiskinan
absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan bearti proses
menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas
kehidupan masyarakat itusendiri. Dalam pengertian pembangunan para ahli
memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum
ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan
perubahan. Siagian memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan
secbagai “ suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara , dan pemerintah,
menuju modernitas dalamrangka Pembinaan Bangsa (Nation Building). Adapun
Kartasasmita memberikan pengertian yang lebihsederhana tentang pembangunan

13

yaitu : “ suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana.
Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah

melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan

menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami
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sebagaiproses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan system
organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan
sebagai : “Proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku,
kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan dan
penghapusan kemiskinan absolute dari masyarakat. Tiga nilai yang menjadi tujuan
pembangunan adalah :

1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang,

pangan, papan, kesehatan dan perlindungan dari ancaman,
2) Self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri,

3) Freedom for servitude, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.



C. Kerangka Fikir
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Kerangka fikir adalah menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang

akan dilakukan. Kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan
Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten
Enrekang

Faktor
Penghambat

Kualitas dan Kuantitas
Pendamping Desa

Kinerja Agus Dwiyanto, (2014):

Produktivitas

Kualitas Layanan
Responsivitas
Akuntabilitas

L CORRD S

Faktor
Pendukung

1. Pemerintah desa
2. Partisipasi
masyarakat

PEMBANGUNAN DESA

Gambar 1 Kerangka Fikir
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D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-
pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan dari
keseluruhan situasi sosial yang terjadi atau ditdeliti yang meliputi aspek tempat, pelaku
dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi sehingga focus pada penelitian ini yaitu
Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa (studi kasus di tiga desa

tertinggal,menengah ,dan maju dari segi pembangunan ) kabupaten enrekang

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Produktivitas yaitu tingakat efektifitas kinerja pendamping desa dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

2. Kualitas Layanan vyaitu kualitas kinerja diri pendampind desa dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

3. Responsivitas yaitu Kinerja pendamping desa dalam merespon masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

4. Akuntabilitas yaitu kebijakan yang di implementasikan sebagai bentuk
pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

5. Faktor Penghambat dan factor pendukung Kinerja pendamping desa dalam

pembangunan desa di Kabupaten Enrekang.
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BAB I
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelian ini berlokasi di Desa Taulo Kecamatan Alla di Kabupaten Enrekang
alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut ingin mengetahui kinerja dari

pendamping desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan setelah

pelaksanaan seminar proposal.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian
Menurut Williams (2008) penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian
lainnya dalam beberapa hal. Dalam hubungan ini, Williams menyebutkan dalam
tiga hal pokok yaitu (1) pandangan-pandangan dasar (axioms) tentang sifat
realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi,
posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta peranan nilai dalam
penelitian. (2) karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan (3)

proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif (Ahyar et al., 2020).
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2. Tipe Penelitian
Dalam buku Metode Penelitian Deskriptif & Kuantitatif, Jhon W. Best (1977)
menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna
dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus
kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan,

keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat) (Ahyar et al., 2020).

B. Sumber Data
1. Data Primer data yang diperoleh langsung dari Informan desa Kabupaten

Enrekang.
2. Data Sekunder diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal, serta
aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.
C. Informan Penelitian
Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian
sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan
Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku
maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Menurut Bagong Suyanto
(2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:
1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan
memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi

sosial yang diteliti.
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3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi
walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun Informan Pada Penelitian ini yaitu :

No Nama Jabatan

1. Herman SE Kepala Desa Taulo

2. M. Yusran SE Sekertaris Desa

3. Adnan Anggota BPD

4. Budi SS Masyarakat Desa Taulo
5 Rendra Zulmi Masyarakat Desa Taulo

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan
melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih
mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit (Dr. Ismael
Nurdin, Dra. Sri Hartati, 2019).
2. Observasi
Menurut Bachtiar (1980) dalam Muslimin (2002) diperlukan cara yang relatif
murah dan prosedur metodologis sederhana bagi suatu penelitian berkualitas,

metode observasi dalam kondisi seperti ini sangat membantu. Jadi, teknik observasi
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sangat membantu para peneliti yang mengalami kesulitan dalam segi pendanaan
dan keterbatasan tenaga terampil yang berkualitas untuk membantu penelitiannya
(Ahyar et al., 2020).
3. Dokumentasi

Sugiyono (2015) merupakan dokumen catatan peristiwa yag sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life
histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk
gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnyakarya seni, yang dapat berupa
gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Dr.

Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, 2019) .

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) Analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan
yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (data
reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan.

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif,
kalaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga besifat deskriptif. Tidak

ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat
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naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan
informasi.

2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa
yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi
bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah
penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Ahyar et al., 2020).

F. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Moloeng (2007), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Beberapa macam triangulasi
data sendiri menurut Denzin dalam Moleong (2004) yaitu dengan memanfaatkan
penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu :

1. Triangulasi Sumber (data)
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Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.
Triangulasi Metode
Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Triangulasi Penyidikan
Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk
keperluan  pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya
membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat
diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat

dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

a. Sejarah Kabupaten Enrekang

Kabupaten enrekang merupakan salah-satu kabupaten yang ada di provinsi
sulawesi selatan Sejak abad X1V, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang
artinya daerah pinggiran gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan
Enrekang berasal dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT
merupakan asal mulanya sebutan ENDEKAN. Sedangkan versi lain mengatan
bahwa kata ENREKANG berasal dari bahasa Bugis yang berarti daerah
pegunungan. Mengapa orang bugis mengatakan demikian dapat dimengerti sebab
lokasi kabupaten Enrekang +85% dari seluruh luas wilayah dikelilingi oleh
gunung dan bukit yang membentang disepanjang wilayah kabupaten Enrekang
yang luasnya £ 1.786.01 Km2. Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten
Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN,
kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang
menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "PITUE
MASSENREMPULU”, yaitu: 1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh
Arung/Puang Endekan 2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa' 3.
Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa' 37 38 4. Kerajaan

Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua,
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Alla’. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh
Arung/Puang Malua, Alla" oleh Arung Alla’ 5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin
oleh Arung Maiwa 6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta' 7. Kerajaan
Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin Pitu (7)
Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada
abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu’ berubah nama menjadi Lima
Massenrempulu’ karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung
lagi ke dalam federasi Massenrempulu. Akibat dari politik Devide et Impera,
Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan
dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verkaling), di mana Kerajaan Kassa
dan kerajaan Batu Lappa’ dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905
sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu’ tersebut, maka
kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

b. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014°36’° — 3050’0’
Lintang Selatan dan antara 119040°53*> — 12006°33”’ Bujur Timur. Sedangkan
ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut.
Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja,
Sebelah Timur : Kabupaten Luwu, Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap, Sebelah

Barat : Kabupaten Pinrang Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km2 atau
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sebesar 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi
12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih
kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Luas masing-masing kecamatan
yaitu Maiwa (392,87 Kmz2), Bungin (236.84 Km2), Enrekang (291.19 Km2,
Cendana (91.01 Km2), Baraka (159.15 Km2, Buntu Batu (126.65 Km2), Anggeraja
(125.34 Km2), Malua (40.36 Km2), Alla (34.66 Km2), Curio (178.51 Km2),
Masalle (68.35 Km2), and Baroko (41.08 Km2).

Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 129 desa dan
kelurahan. Jumlah Kelurahan dan Desa berdasarkan kecamatan diantaranya, Maiwa
terdiri 22 Kelurahan dan Desa, Bungin terdiri 6 Desa,Enrekang terdiri 18 Kelurahan
dan Desa, Cendana terdiri 8 Desa, Baraka terdiri 15 Kelurahan dan Desa, Buntu Batu
terdiri 8 Desa, Anggeraja terdiri 15 Kelurahan dan Desa, Malua terdiri 8 Desa, Alla
terdiri 8 Kelurahan dan Desa, Curio terdiri 11 Desa, Masalle terdiri 6 Desa, dan
Baroko terdiri 5 Desa.

c. Keadaan Penduduk
Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun

2020 sebanyak 225.172 jiwa yang terdiri atas 114.627 jiwa penduduk laki-laki
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dan 110.545 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan Sensus Penduduk
2010 jumlah penduduk tahun 2020, penduduk kabupaten Enrekang mengalami
pertumbuhan selama sepuluh tahun sebesar 18,36 persen. Sementara itu besarnya
angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk
perempuan sebesar 104,09.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2020 mencapai 126,08
jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan
kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Alla dengan kepadatan
sebesar 695,79 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 23,26
jiwa/Km2. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kab Enrekang pada tahun 2020
tercatat 354 pekerja.

2. Gambaran Umum Desa Taulo
a. Keadaan Geografis

Desa Taulo adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Alla dan berada
di bagian utara Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Taulo dari
Ibukota Kabupaten Enrekang 49 km. Desa ini memiliki luas wilayah 404 Km2 ,

dengan potensi lahan yang produktif diantaranya lahan perkebunan, lahan
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pertanian dan hutan. Letak geografis Desa Taulo berada di wilayah utara
Kabupaten Enrekang. Adapun batas wilayah Desa Taulo adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Salassa. b. Sebelah Selatan berbatasan
dengan Desa Bolang. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalosi. d.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekkala. Secara geografis Desa Taulo
memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada diatas gunung dengan
ketinggian 580 m diatas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk
ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun jangka
panjang. Desa Taulo sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan
musim hujan.
. Keadaan Demografis

Desa Taulo memiliki luas wilayah 404 Km2 . Kepadatan penduduk sudah
mencapai 1.268 jiwa penduduk tetap dengan jumlah kepala keluarga 258,
penduduk laki-laki sebanyak 568 jiwa dari seluruh jumlah penduduk sementara
penduduk perempuan sebanyak 700 dari seluruh jumlah penduduk. Namun dari
keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam

yang berpotensi belum digali saat ini. Masyarakat Desa Taulo Kecamatan Alla
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Kabupaten Enrekang 100% beragama Islam. Sebagian besar masyarakat bermata

pencaharian sebagai petani.
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c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Taulo

Kec.Alla Kabupaten Enrekang

Herman Kahar S.P Herman, SE Abbas

N

M.Yusran,SE

KAUR PERENCANAAN

KAUR KEUANGAN

KASI KASI Hasda S.Pd Rahmaniar Z, Spd

PEMERINTAHAN KESEJAHTRAAN

Podding Arman, SP

Tasryf

KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN

TAULO GALONGGONG

Raju Salman Budi SS
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B. Hasil Penelitian
Pembangunan Daerah adalah suatu kegiatan sistematik yang dilakukan

untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pada

era reformasi ini pemerintah menerapkan sebuah sistem vyaitu sistem

desentralisasi ~ sesuai denganUndang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi

landasan hukum yang mengelola hubungan antara pihak pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dan menjadilandasan hukum penerapan sistem otonomi daerah

di Indonesia. Kemudian Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menyebutkan

bahwa = adanya perluasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan terutama dalam penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure).

Pemerintahan Desa menyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus memenuhi

segala kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.

6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat
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setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukannya tersebut, pemerintah Desa

berupaya melakukan pembenahan menuju arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat

(1) Undang-Undang No0.32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa

pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau

pihak  ketiga,  harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan

permusyawaratan desa.

1. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo
Kec Alla Kabupaten Enrekang
Pembangunan yang sering sekali didefenisikaan dengn perubahan menuju kerh
yang lebih ternyata memiliki banyak indicator agar kenyataan dilapangan sesuai
dengan defenisinya mulai dari pertumbuhna ekonomi, meningkatnya moral pada
diri masyarakat, mutu pendidikan yang lebih baik, rendahnya tingkat
kesenjangan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan secara
adil dan merata bagi seluruh warga Negara. Strategi Pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan meupakan bagian tugas dalam menjalankan, baik
pemerintahan pusat Daerah maupun perdesaan. Berdasarkan Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah

diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya Sendiri dalam ikatan
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu
tercantum prinsip prinsip- peyelenggaraan yang mencangkup kewenangan dalam
seluruh  bidang pemerintahan dengan  memperhatikan  kemampuan
ekonomi,potensi daerah,luas wilayah dan keanekaragaman daearah di dalam
pelaksanaan otonomi daerah ,desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi
daerah desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut,hal ini
berarti bahwa pembangunan desa tidak dipisahkan dari pembangunan nasional
dan merupakan unsur pokok dalam sistempembangunan Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan
agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Solekhan,
2014). Pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam
merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus
berkembang tanpa kehilangan jati dirinya (Putri, 2016). Salah satu wujud
konkritnya adalah dengan diharuskannya pembentukan pendamping desa
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Terbentuknya pendamping desa
merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di
tingkat desa (Suharto, 2020). Pendamping desa mempunyai pengaruh yang
sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara
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partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga
kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, Kkhususnya bagi kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Pendamping desa adalah suatu jabatan yang dibawah Kementrian Desa
pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi. Indonesia ditugaskan
mendampingi pemerintah pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka
mengimplementasikan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke
desa saja, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa saja,
tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan Desa
ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa.
Pendampingan Masyarakat Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan
pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat.
Sehingga fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk

mendorong penggunaan dana desa.



43

a. Produktivitas

Produktivitas kerja aparat pemerintah merupakan hubungan antara kualitas
yang dilakukan untuk mencapai hasil, dimana produktifitas adalah kekuatan atau
kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang
menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi
juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai
rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit
dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan
satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar
pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu
indikator kinerja yang penting.

Dalam pemerintahan yang baik hubungan yang sinergis dan konstruktif di
antara negara, sektor swasta dan masyarakat, yang berarti bahwa adanya hubungan
yang kompleks antara tiga elemen tersebut (Rahmanurrasjid, 2008). Sama halnya
dengan kebijakan adanya program pendamping desa, jadi antara pemerintah desa,
pendamping desa, serta masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik. Oleh sebab
itu ketiganya harus berjalan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pemerintah
untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan peningkatan pendamping desa dalam
menjalankan peran dan fungsinya, dapat melakukan proses studi atau kajian secara
berkesinambungan dengan sesama pendamping sebagai tim kerja (team work)

supaya lebih terbantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan,
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potensi sumber daya dan prospek pembangunan di desa. Kajian dilakukan untuk
menjalin kedekatan atau memastikan tidak ada jarak antara pendamping desa dengan
masyarakat. Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“ Produktivitas artinya pencapaian yang telah di peroleh dari kinerja
pemerintah desa dan juga pendamping desa dalam membangun desa sejauh
ini berjalan sesuai dengan program kerja baik itu secara fisik atau non
fisik”(Wawancara pada 31 Januari 2023)

Selanjutnya di sampaikan juga MY sebagai Sekertaris Desa

“program kerja pemerintah desa untuk secara fisik Pembangunan yang di
lakukan di desa Taulo ada pembangunan jalan ,pembuatan saluran air serta
juga perbaikan jempatan sehingga jika dilihat dari pembanguan yang telah
di lakukan Kinerja dari pemerintah beserta pendaming desa dalam
membangun atau mengawal proses pembangunan berjalanan dengan baik
“(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Selanjutnya hasil Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD
“Pembangunan yang ada tentunya sudah ada dalam program kerja
pemerintah desa kemudian sebagi pendaming desa tentu kami mendampingi
proses kinerja fisik maupun non fisik ,Kalo Kita lihat dari bentuk
pembangunan baik yang telah di lakukan atau yang sementara berlangsung
Kinerja pemeintah desa dan BPD sebagai badan pendamping desa sudah
cukup mengawal pembangunan didesa Taulo “(Wawancara Pada 31 Januari
2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada indikator Produktivitas
Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo
Kec Alla Kabupaten Enrekang berjalan  sesuai dengan Indikator
Produktivitas yang di maksud poduktifitas pada penelitian ini tingkat

kemajuan Kkinerja dari pendamping desa Taulo dalam pembangunan

Infrastruktur.
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Hal Senada disampaikan juga B sebagai Masyarakat Desa

“Melihat pembangunan yang ada menurut saya pemerintah telah

menjalankan tanggung jawabnya dengan baik serta juga melibatkan

masyarakat “. (Wawancara Pada 1 Februari 2023 )

Selanjutnya RZ Masyarakat Desa Menyampaikan

“Alhamdulillah Pembangunan di desa Taulo berjalan dengan baik karena

kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang bagus karna kan setiap

program yang di lakukan pemerintah tentunya perlu adanya kerja sama dan

juga komunikasi yang baik “(Wawancara Pada 1 Februari 2023)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Kinerja

Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla

Kabupaten Enrekang pada indikator produktifivitas secara keseluruhan

berjalan dengan baik dilihat dari capaian pembangunan yang telah di

lakukan oleh pemerintah desa.

PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
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b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja Pemerintah dalam pelayanan publik. Banyak pandangan
negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari
pemerintah. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat
dijadikan indikator kinerja Pemrintah. Keuntungan utama menggunakan
kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai
kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi
mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh
dari media massa atau diskusi publik. Kualitas pelayanan Pemerintah adalah
tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
pegawai dalam pemberian layanan/melayani keperluan orang atau masyarakat
dari kemampuan dan keandalan pegawai untuk menyediakan pelayanan yang
terpercaya, kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi
administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, kesanggupan untuk membantu
dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat.

Pada penelitian ini Kualitas layanan yang dimaksud yaitu Kualitas
layanan yang di berikan pemerintah desa dalam hal ini pendamping desa
dalam pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Taulo Kec Alla Kabupaten

Enrekang.
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Berikut Hasil wawancara Bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Dalam memberikan layanan kepada masyarakat pemerintah desa berusaha
memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tidak mengkotak-
kotakkan masyarakat semua bentuk layanan dilakukan sama tidak dibeda-
bedakan serta menindak lanjuti bentuk keluhan masyakat yang kemudian di
musyarahkan bersama dalam mencari solusi “.(Wawancara Pada 31 Januari
2023)

Selanjutnya di sampaikan A Sebagai Anggota BPD

“Pendamping desa sebagai media penyambung antra masyarkat dan
pemerintah desa tentuya dalam menyampaikan keluhan selain disamapaikan
secara formal juga dilakukan secara individu di rumah masyarakat jika diluar
jam kerja maka akan di smapikan pada saat jam kerja melalui musyawarah
(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat pemerintah desa

dalam memberikan layanan kepada masyarakat di laukan dalam berbagai cara

baik itu secara formal maupun non formal.

Hal serupa disampaikan B Masyarakat Desa

“ menurut saya pelayanan pemerintah desa bagus kami masyarakat kalo ada
penyampaian atau ada yang mau di urus mudah dipahami, dan kalo soal
pembangunan pemerintah desa juga sudah membangun desa secara fisik
seperti perbaikan jalan dan perbaikan saluran air “(Wawancara Pada 1
Februari 2023)

Selanjutnya disampaikan juga RZ Masyarakat Desa

“Kualitas Pelayanan Pemrintah desa secara keseluruhan bagus apalagi
dalam membangun desa sehingga mempermudah masyarakat dalam
melakukan pekerjaan sehari-hari “ (Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat Kinerja Pendamping

Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo berjalan dengan baik
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Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan

harapan masyrakat desa dengan mendengarkan serta melibatkan masyarakat

dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah desa.
Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan,
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini
menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah
satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya,
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah
ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan
masyarakat Berikut wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo
“Alhamdulillah pemerintah merespon keluhan masyarakat dengan baik
bentuk tindak lanjut dari pemerintah desa sendiri melakukan musyawarah
kemudian dilihat yang mana yang merupakan kebutuhan dari masyarakat dan
memeng perlu untuk segera di tindak lanjuti maka itu yang akan di proses dan
pemerintah desa pun dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan masyarakat
desa” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)
Berikut hasil Wawancara Bersama MY sebagai Sekertaris Desa
“ Pemerintah desa sebagai penampung aspirasi masyarakat tentunya harus
bisa mengutamakan yang menjadi kebutuhan masyarakat,selaku pemerintah

desa harus lebih mengutamakan masyarakat dalam program yang
berhubungan dengan desa seperti program pendamping desa, Yyang
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melaksanakan program pembangunan di desa ini masyarakat ikut dalam
pelaksanaan, seperti gotong royong” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Selanjunya Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD
“Dalam merespon keluhan atau keresahan masyarakat tidak hanya dilakukan
pada saat rapat saja tetapi melihat juga situasi yang terjadi di tengah
masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti atau di sampaikan kepada
pemerintah desa “(Wawancara Pada 31 Januari 2023)
Hal serupa disampaikan B Masyarakat Desa
“Pemintah desa yang sekarang cepat dalam merespon keluhan masyrakat dan
dalam membangunan masyakat juga ikut gotong royong bekerja bersama-
sama ‘‘(Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawacara diatas dapat dilihat bahwa pada indikator
Responsivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur
Desa Taulo memberikan pelayanan dengan menanggapi keluhan masyarakat

yang ditindak lanjuti melalui di adakannya rapat sampai pada proses

pelaksanaanya.

. Akuntabilitas

Akuntabilitas, dalam konteks pelayanan publik, berarti suatu ukuran
yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
pelayanan dengan ukuran, nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di
masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders.

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh

rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih
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oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan
rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan
untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu
konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik
tidak hanya bisa dilihat dari. ukuran internal yang dikembangkan oleh
organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja
sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma
yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki
akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan
nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas yakni suatu kewajiban seseorang atau unit dalam
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atau pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya
dalam pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas pula menunjuk
pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu atau

pemerintah.

Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Dalam menjalan kan program tentunya pemerintah desa saling bekerjasama
baik terutama pendamping desa dalam mendampingi atau memonitori
program-program yang di jalan kan “(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD
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“Untuk program kerja yang saya damping sendiri lumayan banyak dimana
terbagi dari empat bidang yaitu; bidang pembangunan, bidang pemberdayaan
masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembiayaan pemerintahan desa, untuk
pembangunan infrastruktur sendri itu seperti perbaikan jalan,pembuatan
saluran air serta perbaikan jembatan” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)
Selanjunya berikut hasil wawancara bersama B Masyarakat Desa

“Kinerja dari pemerintah desa atau pendamping desa dalam pembangunan
bagus terlebih dalam menyampaikan atau memberikan infomasi kepada
masyarakat “(Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada indikator Akuntabilitas
Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo
bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang telah di

laksanakan yang berjalan dengan baik.

Tabel Laporan Anggaran Pembangunan Infrastruktur desa tahun 2022

Kegiatan Anggaran tahun 2022
Sarana & Volume Objek
Rencana Realisasi
Prasarana
Pembangunan 4m x 3m
Rp. 81.149.890 | Rp. 81.149.890
Jembatan V=12m3
Pembangunan 161 mx1m
Rp.90.996.000 Rp. 89.058.000
Irigasi V=161 m3

Sumber : Kantor Desa Taulo, 2022
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2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa
Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten
Enrekang

Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk
ke desa saja, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa
saja, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan
Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat
Desa. Pendampingan Masyarakat Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan
pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat.
Sehingga fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa.

Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat
pembangunan desa supaya dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat
terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatan kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk
kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta
pembangunan Yyang partisipatif dari pemerintan desa dan masyarakat.
Pembangunan fasilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa
menjadi bagian dari pembangunan.
a. Faktor Penghambat

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu

perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat
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dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur
bagi masyarakat. Pemerintah Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang dalam
meningkatkan aksebilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan
perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus
berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur
maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai
namun dalam pemenuhannya tentu terdapat faktor penghambat yang
memengaruhi proses pembangunan

Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Kendala yang ditemui hanyapada saat pelaksanaan rapat karena yang datang
saat pembahasan pembangunan yang terkadang lebih banyak yakni orang-

orang yang kurang mengerti. Dan juga orang-orang yang kurang mampu
bicara.” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD

“Berbicara mengenai standar kebutuhan pendampingan di desa Taulo,
sebenarnya masih tidak ideal, masih kurangnya kerja sama sesma angota BPD
serta sering bertabrakannya kesibukan dari anggota BPD sehingga kinerja kurang
maksimal meskipun tetap semua yang terlibat baik itu kepala desa maupun staf
lain tetap turun langsung “ (Wawancara Pada 31 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bawa dalam Kinerja
Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla
Kabupaten Enrekang terdapat faktor penghambat diantaranya yaitu kuantitas

dan kualitas dari pendamping desa yang masih kurang.

b. Faktor Pendukung
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Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu
perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat
dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur
bagi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Desa adalah perencanaan
jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan yang disusun sendiri
oleh Desa secara partisipatif dan ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan
BPD dengan Peraturan Desa. Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat
diperlukan adanya kegiatan pendampingan ini sebagai agen pemberdayaan
yang tugasnya bukan menggurui, tetapi lebih tepat sebagai fasilitator,
komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan.
Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Pembangunan yang ada di Desa Taulo sebagian besar adalah hasil musyawarah
yang telah di laksanakan bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan
gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Desa
Taulo, jadi mereka ’masyarakat’ memang sudah berpartisipasi “ (Wawancara

Pada 31 Januari 2023)
Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD
“Yang menjadi faktor pendukung pembangunan desa antara lain yaitu sarana
dan prasarana yang disediakann karena Ketika partisipasi masyrakat yang

baik pun pasti akan mengurangi atau menghalangi proses pembangunan jadi
salah nya itu sarana dan prasaran yang disediakan pemerintah.”(Wawancara

Pada 31 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada faktor

pendukung Kinerja pendamping desa di Desa Taulo disebabkan oleh dua
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faktor yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dan yang kedua sarana dan

prasarana yang disedia kan pemerinntah desa.

C. Pembahasan
1. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa

Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai
rasio antara input dan output.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kinerja pendamping desa

dalam pembangunan insfrastruktur pada indicator Produktifitas.

Produktivitas ~ Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan
Infrastuktur Desa Taulo berjalan sesuai denngan indicator produktifitas
dapat dilihat dari proses pembangunan yang telah dilakukan secara
keseluruhan.

b. Kualitas Layanan
Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator
kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali
tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap
kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau

diskusi publik.
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Pada penelitiann ini yang dimaksudkan dengan kualitas pelayanan yaitu
kualitas kinerja dari pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur
kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan
harapan masyrakat desa  dengan mendengarkan serta melibatkan
masyarakat dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah desa.
Dengan demikian, kepuasan masyarakat dengan layanan pemerintah
desa menjadi indikator dalam mengukur kinerja pendamping desa dalam
hal ini sebagai pelayanan public salah satu ukuran kinerja pendamping
desa dalam pelayanan. Sehingga kualitas pelayanan akan terlihat mudabh,

murah dan baik.

Responsivitas

Responsivitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun
implisi. Pada penelitian ini yang di maksud responsivitas Kinerja
Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa  Taulo
memberikan pelayanan dengan menanggapi keluhan masyarakat yang
ditindak lanjuti melalui di adakannya rapat sampai pada proses

pelaksanaanya untuk mencapai responsibilitas yang tinggi ini diperlukan
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pekerjaan baik dan teratur sesuai dengan prinsip administrasi yang benar

dan tepat dalam sebuah birokrasi pemerintahan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
Asumsi adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh
rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan
rakyat. Akuntabilitas dalam sebuah organisasi memang menjadi hal yang
sangat penting sebab akuntabilitas ini juga termaksud dengan tanggung
jawab pendamping desa dalam pembanguna infrastruktur

Pada penelitian ini kuntabilitas Kinerja Pendamping Desa Dalam
Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo bertanggung jawab dalam
mendampingi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat
dari beberapa pembangunan yang telah di laksanakan yang berjalan
dengan baik.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa
Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten
Enrekang

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar
kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan

partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga
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perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa
diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa
dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber
daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan
secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung pada kinerja
pendamping desa dalam pembangunan Adapun faktor penghambat kinnerja
pendamping Desa Taulo yaitu kualitas dan kuantitas dari pendamping desa
sedangkan faktor pendukung pada kinnerja pendamping Desa Taulo yaitu

partisipasi masyarakat serta sarana dan prasana di Desa Taulo.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan pada
penelitian ini yaitu :
1. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec

Alla Kabupaten Enrekang

a. Produktivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur
Desa Taulo berjalan sesuai denngan indicator produktifitas dapat dilihat
dari proses pembangunan yang telah dilakukan secara keseluruhan.

b. Responsibilitas kinerja dari pendamping desa dalam pembangunan
infrastruktur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai
dengan harapan masyrakat desa dengan mendengarkan serta melibatkan
masyarakat dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah desa.

c. Akuntabilitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur
Desa Taulo bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang

telah di laksanakan yang berjalan dengan baik.
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Secara umum Kkinerja pendampin desa dalam pembangunan telah
menunjukkan eksistensinya menuju perubahan sistem pemerintahan desa
yang lebih baik

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam
Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

Faktor penghambat dan faktor pendukung pada kinerja pendamping desa

dalam pembangunan Adapun faktor penghambat kinnerja pendamping Desa

Taulo yaitu kualitas dan kuantitas dari pendamping desa sedangkan faktor

pendukung pada kinnerja pendamping Desa Taulo yaitu partisipasi masyarakat

serta sarana dan prasana di Desa Taulo.

B. Saran
Keberadaan pendamping desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan
desa. Perlu adanya peningkatan kualitas kinerja pendamping desa dalam

perencanaan maupun pelaksanaan
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